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ABSTRAK

Masa jabatan kepala dacrah yang telah berakhir sebelum terselenggaranya

pemilihan kcpala daecrah diisi oleh penjabat kepala dacrah sementara sampai

terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara nasional. Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur

mengenai pengangkatan penjabat kepala daerah. Skripsi ini memiliki permasalahan

yaitu bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan

kedaulatan rakyat dan otonomi daecrah, dan bagaimana pergescran kekuasaan

legislatif daerah dalam pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan prinsip
kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Metode pendckatan pada penelitian ini yaitu
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari
penelitian ini (1) Mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah telah diatur
dalam Undang-undang memberikan delegasi kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 terkait usulan nama calon
penjabat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada proses
pengangkatan penjabat kepala daerah menunjukkan adanya dominasi dari
pemerintah pusat. Usulan nama calon penjabat yang berasal dari Dewan Perwakilan
Rakyat kerap kali dihiraukan (2) Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Secbagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daeraih mempunyai posisi
strategis menjalankan tugasnya Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan cionemi
daerah yang seluas-luasnya. Partisipasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat
dilakukan melalui mekanisme fir and proper test.

Kata kunci: Partisipasi Publik, Penjabat Kepala Deerah, Presiden
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara
Indonesia meruapakan negara hukum. Artinya konsekuensi dari dianutnya
konsep negara hukum adalah bahwa semua tindakan yang diambil
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah haruslah berdasarkan
pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini berlaku bagi seluruh warga
negara Indonesia dan dikenal sebagai supremasi hukum yang berarti
bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dan harus dijadikan acuan
dalam segala hal.?

Berlakunya prinsip negara hukum di suatu negara tidak bisa
dilepaskan dari prinsip kedaulatan rakyat.? Demokrasi dan negara hukum
memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dimana suatu pemerintahan
harus dijalankan sesuai hukum dan mendapat legitimasi dari rakyat. Hal
ini bermakna bahwa hukum atau aturan berlaku harus sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan harus mendapatkan legitimasi dari
rakyat.® Serta dalam menjalankan proses-proses demokrasi haruslah

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

1 Muhamad Abas,dkk. llmu Negara. Padang: Gita Lentera. 2023, him. 110.
2 Jimly Asshidigie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana limu

Populer. 2007, him. 300.

3 Dendy Derajat Utama, dkk. “Politik Hukum Pengisian Jabatan Gubernur Bupati Dan Wali
Kota Sebagai Kepala Pemerintah Daerah”. Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research,
Vol. 3, Nomor 4. 2023. him. 7206.



Indonesia, sebagai negara demokratis berdasarkan hukum,
menggelar pemilihan secara langsung dan demokratis. Pemilihan tersebut
bertujuan untuk memilih wakil rakyat baik dari cabang kekuasaan
legislatif maupun eksekutif. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwa
proses demokrasi di Indonesia melibatkan partisipasi langsung dari rakyat
dalam menentukan pemimpin dan pembuat keputusan dalam
pemerintahan.

Menurut Bagir Manan, pemangku jabatan dapat terpilih dengan dua
cara, yakni dengan partisipasi publik ataupun tanpa partisipasi publik.
Pemilihan Kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan
secara langsung yang melibatkan partisipasi setiap masyarakat secara
langsung. Dari pernyataan ini, Bagir Manan mengkualifikasikan cara
pengisian jabatan ke dalam tiga cara, yakni (1) pemilihan; (2)
pengangkatan; dan (3) pengangkatan dan pemilihan.*

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan demokrasi pada
tingkat lokal setiap 5 (lima) tahun sekali menyelenggarakan pemilihan
umum kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan di seluruh daerah di
Indonesia. Dalam perkembangannya, Pilkada di Indonesia telah
dilaksanakan serentak dimulai sejak tahun 2015 dan secara keseluruhan

diselenggarakan pada tahun 2024.

* Dwi Susi Harijanti, Mei Susanto, dkk. Syarat Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan:
Pelajaran dari Konstitusi 195 Negara. Sumedang: Unpad Press. 2020. him. 8



Namun, penyelenggaraan Pilkada serentak secara bertahap
berakibat pada beberapa daerah yang periodisasi masa jabatan kepala
daerahnya sudah berakhir namun masih harus menunggu untuk
terselenggaranya Pemilukada 2024, sehingga menimbulkan kekosongan
jabatan kepala daerah. Maka dari itu, untuk menghindari kekosongan
jabatan diangkatlah penjabat Kepala daerah.®

Selain itu akibat dari transisi diselenggarakannya Pilkada secara
serentak mengakibatkan Kepala daerah yang masa jabatannya sudah habis
tidak sampai 5 tahun. Untuk menghindari kekosongan jabatan Kepala
daerah dilakukanlah penunjukan penjabat Kepala daerah oleh Presiden
dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai dilakukannya
pemilihan umum kepala daerah yang baru secara serentak yang telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Artinya, sampai dengan pilkada serentak dilaksanakan, kekuasaan
kepala daerah akan digantikan oleh seorang penjabat kepala daerah yang
berwenang sebagai kepala daerah sementara untuk mengisi kekosongan
kekuasaan.” Untuk menjadi penjabat kepala daerah harus memenuhi

kriteria, yakni berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya untuk Pj

> Heru Widodo. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah
Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika. 2015, him. 15.

8 Intan Sri Anisa, Mahmuzar, Hellen Last Fitriani. “Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme
Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatan Sebelum
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”. ASAS Law Journal, Vol. 1 Nomor 1. 2024. him. 41.

" Eko Prasojo. Isu-Isu Kontemporer Kebijakan dan Governansi Publik di Indonesia.
Jakarta: Kencana. 2023, him. 125.



Gubernur dan jabatan pimpinan tinggi pratama untuk Pj bupati atau Wali
Kota.®

Kekosongan jabatan kepala daerah akan berdampak pada
terhentinya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dampaknya
akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Oleh karena itu,
dibentuklah mekanisme pengangkatan penjabat yang telah diatur dalam
Undang-Undang dan Permendagri yang diharapkan dapat terpilihnya
penjabat yang memiliki kualitas dalam memimpin di tiap daerah. Dalam
hal mekanisme penunjukan penjabat sementara berbeda dengan
mekanisme pejabat definitif. Terpilihnya kepala daerah merupakan hasil
dari proses politik, sedangkan penjabat kepala daerah merupakan hasil
administrasi.® Itulah sebabnya mengapa peran DPRD sebagai representasi
masyarakat daerah menjadi penting dalam pengusulan penjabat yang
nantinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda di
tiap daerah.

Selain itu, pengusulan Pj oleh DPRD menjadi penting agar tidak ada
sikap resistensi atau penolakan dari DPRD kepada penjabat terpilih
mengingat penjabat yang ditunjuk akan bekerja sama dengan DPRD yang

akan berpengaruh pada saat pengambilan keputusan bersama seperti

8 Asri Elies Alamanda, Hafid Irfani. “Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam
Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah”. JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, vol. 6, no. 2. 2024.
him. 168.

° Doski Aditia Pratama. “Pengisian Jabtan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
Berhalangan Tetap Secara Bersamaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Thesis,
Universitas Sriwijaya, 2024. him. 10.



dalam halnya pembentukan peraturan daerah dan pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. 1°
Lebih lanjut terkait dengan ketentuan pengangkatan penjabat kepala
daerah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan bahwa
“Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas)
bulan, Presiden menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri
menetapkan penjabat Bupati/Wali Kota”
Kemudian Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
bahwa :
“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat
Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai
dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.
Apabila dilihat dari Pasal 174 dalam konteks pengangkatan
penjabat, Presiden bersama Menteri Dalam Negeri diberikan hak

konstitusional oleh Undang-Undang untuk dapat menetapkan seorang

©Abustan. “Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di
Indonesia”. Indonesia Law Reform Journal, VVol. 2, Nomor 3. 2022, him. 279.



penjabat (Pj) Gubernur dan menetapkan penjabat (Pj) Bupati atau Wali
Kota.™

Kemudian, dalam menindaklanjuti mekanisme mengenai
bagaimana penunjukan Pj diatur dalam peraturan pelaksana, yakni
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali
Kota. Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 pada Pasal 4 angka (1)
yang menjelaskan “Pengusulan Pj Gubernur dilakukan oleh: a) Menteri;
dan b) DPRD melalui Ketua DPRD provinsi”. Demikian pula pengusulan
Pj Bupati dan Pj Wali Kota dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan DPRD
melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 9 angka (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

Penunjukan penjabat melalui usulan dari DPRD merupakan
implementasi dari nilai-nilai demokrasi yang dianut negara. Dalam hal
penunjukan PJ merupakan representasi dari prinsip kedaulatan rakyat,
yakni demokrasi secara tidak langsung melalui keterwakilan suara DPRD.
Penunjukan pj yang harus memerhatikan prinsip demokrasi juga telah
tertuang melalui Putusan MK Nomor 67/PUU-X1X/2021.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa
pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi

dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme

11 Ekie Ramanda Dio. “Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah”.
Jurnal IImu Sosial dan Pendidikan, VVol. 6, Nomor 3, him 2. 2022, him. 10062.



pengisian penjabat berlangsung secara terbuka, transparan, dan akuntabel
untuk menghasilkan pempimpin kompeten dan sesuai dengan aspirasi
daerah. Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa pemilihan
secara langsung oleh rakyat ataupun tidak langsung masih termasuk
demokratis selama diselenggarakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil (luberjudil).*?

Maka dari itu, pemilihan Pj kepala daerah dapat dilakukan melalui
mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test oleh DPRD sebagai
perwakilan rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai demokrasi yang dianut
bangsa. Selain itu, adanya partisipasi publik dalam proses pengangkatan
PJ juga menjadi sama pentingnya untuk mejamin kebijakan publik yang
tepat sasaran dengan tujuan penyelenggaraan negara.

Pada status quo saat ini penunjukan seorang penjabat sama sekali
tidak mengikutsertakan partisipasi publik dan DPRD.®* Hal ini
bertentangan dengan penyelenggaraan otonimi daerah yang seluas-
luasnya dan menimbulkan masalah baru seperti banyaknya Penjabat yang
diangkat dari kalangan TNI/Polri aktif.* Padahal penjabat kepala daerah
memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi masyarakat di daerah

terutama dalam hal pengambilan kebijakan. Penunjukan penjabat (Pj)

12 pamungkas, Catur Agil, and Anom Wahyu Asmorojati. "Urgensi Pengisian Jabatan
Kepala Daerah Secara Demokratis. Prosiding Seminar Nasional Hukum Tata Negara Tema:
Menyongsong Pemilu Serentak 2024 ”. 2024, him. 126.

13 Meri Yarni, Kosariza, dkk. ”Polemik Hukum Penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Daerah
Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota”. Jurnal Wajah Hukum, vol. 7, Nomor 2. 2023, hlm 483.

14 Fitria Chusna Farisa (2022, Mei), Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI
Aktif. Diakses dari: https://nasional.kompas.com/read/2022/05/26/08105451/deretan-pj-kepala-
daerah-yang-berstatus-polri-tni-aktif



kepala daerah dinilai menimbulkan banyak permasalahan dan menciderai
prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang telah termaktub di dalam
konstitusi.

Oleh karena itu dalam hal pengangkatan Pj kepala daerah menjadi
penting untuk melibatkan rakyat dan DPRD untuk mendapatkan
legitimasi yang kuat dari publik kepada Pj kepala daerah yang terpilih
dalam menjalankan tugasnya sebagai pengganti kepala daerah.

Kondisi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
kesenjangan yang terjadi membuat penulis tertarik untuk mengangkat
permasalahan hukum ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul Peran
Partisipasi Publik Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam

Pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah Oleh Presiden.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah
berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah?

2. Bagaimana pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam
pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan prinsip kedaulatan

rakyat dan otonomi daerah?



Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pengangkatan

penjabat (Pj) kepala daerah berdasarkan kedaulatan rakyat dan
otonomi daerah.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pergeseran kekuasaan legislatif
daerah dalam pengangkatan penjabat daerah berdasarkan prinsip

kedaulatan rakyat dan otonomi daerah.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi setiap

pembaca untuk keperluan dan kepentingan di masa depan. Adapun

manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Berdasarkan konsep secara teorinya, penelitian ini bermanfaat untuk
memahami mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah
berdasarkan kedaulatan rakyat dan otonomi daerah, menganalisis
pengaturan mengenai mekanisme pengisian jabatan (Pj) dan
pelaksanaannya yang tidak melibatkan unsur partisipasi rakyat. Selain
itu, penulis berharap penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan
mengenai pengangkatan Pj kepala daerah dan berguna bagi
pembentuk Undang-undang untuk menjadi bahan evaluasi mengenai
aturan pelaksana pengangkatan Pj kepala daerah yang terjadi akibat
penundaan pilkada hingga tahun 2024.

b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi semua lapisan

masyarakat terkait pengisian jabatan kepala daerah oleh penjabat (Pj).
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E. Landasan Teori

1. Teori Partisipasi Publik

Ortwin Renn, Thomas Webler, dan Peter Wiedemann sepakat
memberikan pengertian partisipasi publik sebagai forum yang teroganisir
ditujukan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah, warga,
pemangku dan kelompok berkepentingan, dan bisnis terkait dengan
keputusan atau masalah tertentu.®

Pendapat lain Sherry Arnstein pada artikelnya “A Ladder of Citizen
Participation”  memperkenalkan  konsep  partisipasi ~ dengan
menggambarkan berbagai tingkatan partisipasi warga dalam pengambilan
keputusan dengan delapan tangga yang terbagi menjadi tiga bagian utama,
yakni: a) area non-partisipasi; b) tokenisme; c) Citizen Power.'6

Dalam sebuah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat,
partisipasi publik merupakan proses yang wajib ada dalam pengambilan
keputusan.l’ Dalam hal penunjukan Pj kepala daerah, partisipasi publik
dapat bermanfaat agar keputusan yang diambil oleh Pj terpilih dapat
mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Karena peran

seorang penjabat tidak hanya sekedar pengganti sementara tetapi juga

15 Ortwin Renn, Thomas Webler, dkk. Fairness and Competence in Citizen Participation:
Evaluating Models for Environmental Discourse. Netherlands, Dordrecht: Springer Science and
Business Media. 2013, him. 2

16 Arturo Flores. Local Democracy in Modern Mexico: a Study in Participatory Methods.
England: Arena Books. 2005, him. 71

17 Ikhwanudin. Suara Rakyat di Era Pandemi: Partisipasi Publik dalam Legislasi DPR RI.
Bogor: Abdi Farma Group. 2024, him. 21
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sama pentingnya dengan peran dan tugas kepala daerah yang terpilih

dalam pemilihan umum.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Montesquieu dalam bukunya De L Esprit des Lois mengemukakan
teori pemisahan kekuasan negara menjadi tiga kekuasaan, yakni: 1)
kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang; 2) kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan undang-undang; 3) kekuasaan yudikatif
yang menjalankan kekuasaan kehakiman.!® Menurut Montesquieu
pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk melimitasi kekuasaan agar tidak
terjadi abuse of power.

Di Indonesia kekuasaan legislatif daerah dijalankan oleh DPRD
rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah
daerah provinsi. Akan tetapi, yang menjalankan fungsi legislatif di daerah
tidak sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti halnya hubungan DPR-
RI dengan Presiden. Karena pada hakikatnya fungsi utama DPRD ialah
untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah dan pemegang
kekuasaan yang dominan di bidang legislatif tetap dipegang oleh
Gubernur atau Bupati/Wali Kota.

Dengan kata lain, DPRD bertindak sebagai pengontrol yang dapat

menyetujui, menolak, ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan

18 _a Ode Husen. Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan. Makassar: Social
Politic Genius. 2019, him. 70.
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serta dapat pula mengajukan rancangan Peraturan Daerah.’® Dalam hal
pengangkatan penjabat kepala daerah tentu saja juga memerlukan peran
dan keterlibatan DPRD dalam proses penunjukkannya guna menjalankan
fungsi kontrol terhadap penjabat kepala daerah yang terpilih dengan cara

merekomendasikan nama-nama partisipan yang layak.

3. Teori Pengisian Jabatan

Menurut Logemann, jabatan adalah inti dari hukum tata negara.
Jabatan terdiri dari beberapa macam seperti jabatan tunggal yang hanya
dipangku oleh satu orang saja, jabatan yang terdapat pengganti yang setiap
waktu berhak ntuk mewakili jabatan secara penuh, dan jabatan majemuk
dimana terdapat sejumlah pejabat yang mewakili jabatan secara bersama-
sama. 2

Pengisian jabatan secara demokratis menurut Maurixe Duverger
dalam bukunya berjudul I’Es Regimes Des Politiques menyatakan bahwa
cara pengisian jabatan demokratis dibagi dua, yakni demokrasi langsung
dan demokrasi perwakilan/parlemen.?:

Menurut Jimly Asshidigie, secara umum dikenal dua konsep jabatan
yakni yang bersifat politis (political appointee) dan jabatan negeri

(political appointee). Jabatan administratif diisi menurut teknis

19 Jimly Asshidigie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
2014, him. 241.

20 Dumaria Simanjuntak. “Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
untuk mewujudkan BPK yang Independen”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 45, Nomor 2.
2017, him. 235

2 1bid, him. 234
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administratif. Sedangkan jabatan yang bersifat politis diisi dengan
prosedur politik yang biasanya dilakukan dengan cara pemilihan maupun
pengangkatan.??

Jabatan negara yang pengangkatannya tidak dipilih secara langsung
oleh rakyat dapat diangkat oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. Hal ini
masih termasuk dalam kategori yang demokratis. Dalam konteks
pengisian jabatan penjabat kepala daerah oleh Presiden dapat dilakukan
dengan mekanisme pemilihan tidak langsung (indirect election), Pj dapat
diusulkan dari usulan DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah yang
memiliki fungsi dan tugas untuk memperjuangkan kepentingan
daerahnya.

F. Ruang Lingkup

Skripsi ini berada pada ruang lingkup penelitian tentang mekanisme
tata cara pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berdasarkan
kedaulatan rakyat dan otonomi daerah. Selain itu juga berfokus pada
penelitian tentang pergeseran kekuasaan legislatif daerah dalam
pengangkatan penjabat daerah berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan

otonomi daerah.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah jalannya penelitian, maka penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

22 Jimly Asshidigie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Bhuana limu
Populer. 2007, him. 750
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau biasa pula disebut

dengan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang tidak
memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan
datanya.?® Penelitian ini menggunakan aspek kajian literarur dengan
tujuan untuk mengkaji peran partisipasi publik dan DPRD dalam

pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah akibat Pilkada serentak 2024.

2. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta
dengan pendekatan kasus (case approach). Tujuannya adalah untuk
menganalisis apakah tujuan hukumnya telah tercapai dalam memberikan

kepastian serta apakah hukum tersebut sudah sesuai dengan seharusnya.

3. Bahan Penelitian
a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Lembaran

23 Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-
Doktrinal. Makassar: Social Politic Genius. 2020, him. 47.



3)

4)

5)

b)

15

Negara Nomor 130 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5898;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244
Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan
Penjabat Wali Kota;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
67/PUU-XIX/2021.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
berupa penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa
pendapat para ahli, karya tulisan dari kalangan pengamat hukum
seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.
Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan lain selain yang terkandung di dalam bahan hukum
primer dan sekunder seperti kamus hukum ataupun kamus besar

Bahasa Indonesia (KBBI).
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian
Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan oleh Peneliti
adalah menggunakan sumber kepustakaan. Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan, peraturan
pelaksana, buku, pendapat ahli hukum, jurnal, dan temuan lain yang

relevan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan adalah dengan pendekatan kualitatif yang
mengacu ada norma hukum. Data yang telah terkumpul akan dianalisis
secara deskriptif, dengan fokus pada penelitian norma hukum dan teori-
teori. Kemudian data yang dikumpulkan akan diuraikan berdasarkan
narasi ilmiah. Lalu pembahasan terkait pengangkatan penjabat (Pj)
Kepala daerah akan dikaji berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang

berkaitan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggunakan cara berpikir deduktif (model
penalaran mazhab rasionalis).?* Penalaran deduktif merupakan cara
bernalar pada pangkal pikir dari yang bersifat umum kemudian

diturunkan Kesimpulan bersifat khusus.?®

24 Paulus Hadisuprapto. “Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya)”. Jurnal Inovatif,, Vol.2,
Nomor4. 2010, him. 5.

% Ishag. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung:
Alfabeta. 2017, him. 6.
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